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Terdapat sejarah panjang mengenai perekonomian di Indonesia, koperasi sebagai salah 
satu pemegang peranan penting pada salah satu alternatif peningkatan taraf perekonomian 
bangsa yang berbasis pada perekonomian kerakyatan, sebagai salah satu pendukung 
perekonomian bangsa, koperasi memiliki fungsi penting sekaligus vital bagi pembangunan dan 
pemerataan ekonomi masyarakat khususnya di daerah pedesaan yaitu koperasi unit desa 
(KUD). Mengambil pernyataan dari Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta (dalam Swasono, 
1985:1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Asas 
kekeluargaan itu ialah Kooperasi. Tujuan awal dibangunnya koperasi yaitu sebagai 
pembaharuan dan memperkuat semangat guna mencapai cita-cita tentang dasar hidup menuju 
masyarakat yang sejahtera. 
Eksistensi koperasi unit desa sendiri tidak bisa terlepas dari kebijaksanaan pemerintah 
khususnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pedesaan karena dipedesaan terdapat 
kelompok masyarakat dengan ekonomi yang rendah, dari situlah pemerintah mengharapkan 
adanya penggalangan masyarakat ekonomi rendah untuk memajukan koperasi dengan asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dari hal tersebut diharapkan perkembangan dan 
pembangunan yang ada dipedesaan dapat berkembang, begitupun dengan taraf kesejahteraan 
sosial maupun ekonomi masyarakat pedesaan. 
Dewasa ini ada tiga pendapat yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia mengenai 
eksistensi unit usaha koperasi dalam sistem ekonomi indonesia. Menurut Arief (2002:103) 
menyatakan Pendapat yang Pertama adalah pendapat yang mengutarakan perlunya mengkaji 
ulang apakah unit usaha koperasi masih perlu dipertahankan keberadaanya dalam kegiatan 
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ekonomi. Kedua adalah pendapat yang memandang bahwa unit usaha koperasi perlu 
dipertahankan seadanya saja. Ketiga adalah pendapat yang selalu dilontarkan oleh kalangan 
intelektual yang berideologi kerakyatan. Kalangan ini memandang unit usaha koperasi sebagai 
organisasi ekonomi rakyat yang harus dikembangkan menjadi unit usaha yang kukuh dalam 
rangka proses ekonomi indonesia. 
Koperasi mengalami pergeseran fungsi, baik bagi anggota maupun masyarakatnya, 
awalnya KUD digunakan untuk menyokong perekonomian desa dalam hal pertanian, karena 
kebanyakan masyarakat desa bergerak dalam bidang pertanian. Dalam perkembangannya, 
KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong 
aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, 
pendidikan dan lain sebagianya. Adapun tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai 
kemakmuran masyarakat. ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh UUD 
1945 pasal 33 ayat 1. Dapat di lihat pada gambar 1 untuk mengetahui posisi koperasi dalam 
tujuan pembangunan ekonomi indonesia dalam UUD 1945: 
Gambar 1. Posisi Koperasi dalam UUD 1945 
 
Sumber: Sitio, 2001:129 
Sedangkan pada undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, koperasi sendiri 
memiliki fungsi dan peran sebagai berikut: 
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a. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi khusus anggota dan masyarakat 
umum guna peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial. 
b. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat. 
c. Perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya guna memperkokoh 
ekonomi rakyat sebagai kekuatan dan ketahanan dasar. 
d. Berupaya dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 
berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  
Dalam undang-undang perkoperasian Indonesia diatas terdapat sifat sosial di tinjau dari 
peran dan fungsi koperasi sendiri. Bahwa  kegiatan ekonomi rakyat terlibat langsung dalam 
proses perputaran ekonomi koperasi dan kegiatan sehari-hari, setiap tindakan yang dilakukan 
kelembagaan harus berdasarkan pada asas kemanusiaan, ada perhatian khusus terhadap faktor 
kemanusiaan sesuai dengan fungsi koperasi yaitu kekeluargaan dan demokrasi. Dengan 
demikian, sifat sosial tersebut melekat sampai kapanpun pada badan usaha perkoperasian 
indonesia tersebut, sebagai badan usaha tergambar jelas bahwa koperasi bertujuan untuk 
meningkatkan atau untuk memperbaiki kondisi sosial serta ekonomi masyarakat pedesaan. 
Fungsi-fungsi yang tertuang dalam undang-undang indonesia sebagai sendi dasar-dasar 
bekerja koperasi yang berwatak sosial. Para pengusaha indonesia mendesak watak sosial 
tersebut ditinggalkan hingga menjadi gerakan ekonomi murni, masalah-masalah seperti 
gerakan koperasi hanya sebagai alat pencari keringanan pajak, kemudahan mendapatkan 
fasilitas usaha, serta syarat pembentukan koperasi yang mudah menjadi salah satu perhatian 
khusus dari pengusaha-pengusaha Indonesia untuk memurnikan koperasi sebagai kegiatan 
ekonomi murni.  Akan tetapi bila watak sosial koperasi dihilangkan hal tersebut dapat 
mengingkari dan menyimpang dengan gagasan awal terbentuknya koperasi yang menganut 
asas kekeluargaan, seperti awal sejarah pembentukan serta kelahiran dari koperasi sendiri. 
Mohammad Hatta selaku Bapak koperasi Indonesia mengemukakan wawancara Dr. Yazni 
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yang dituangkan dalam “Bung Hatta Menjawab” (dalam Artasasmita, 1986: 1.36) bahwa 
“Perkataan kekeluargaan lebih cocok dengan keadaan masyarakat kita” pengertian “azas 
kekeluargaan” sesuai dengan perkembangan zaman telah mengalami perubahan, dari rumusan 
yang semula suatu hubungan keluarga (Kindship), sekarang diartikan dengan hubungan sesama 
manusia (brotherhood principle). Prinsip koperasi di atur dalam Undnag-Undang No. 25  
tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa: 
1. Adanya sifat sukarela dan terbuka dalam keanggotaan 
2. Dalam pengelolaanya bersifat demokrasi 
3. SHU dibagi secara adil sesuai dengan jasa dan usaha masing-masing anggota. 
4. Balas jasa diberikan secara terbatas terhadap modal. 
5. Kemandirian 
6. Pendidikan Perkoperasian. 
7. Kerjasama antar koperasi. 
Sampai saat ini sebenarnya indonesia tetap menempatkan koperasi sebagai lembaga 
pemerataan ekonomi terutama dipedesaan, hal tersebut terbukti dari pernyataan pidato presiden 
Joko Widodo dalam acara Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-70, pada Rabu, 12 Juli 2017 
di Lapangan Karebosi, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan (Soepardi,  2017:Online) 
"Untuk itu pemerintah menempatkan koperasi sebagai institusi utama dalam pelaksanaan 
kebijakan pemerataan ekonomi, dan dalam kebijakan reforma agraria redistribusi lahan. 
Kita juga ingin menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat 
memanfaatkan konsesi-konsesi yang akan kita berikan,". 
Koperasi sebagai badan usaha bersama juga merupakan kumpulan orang-orang yang 




Masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman juga diimbangi oleh 
berkembangnya koperasi unit desa yang mulai menjadikan koperasi sebagai lembaga serba 
usaha, akan tetapi dibalik berkembangnya koperasi juga ada persaingan pasar dengan 
pengusaha ritel swasta dengan ijin resmi. Kumorotomo, (2010:Online) mengungkapkan 
Belakangan, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkan peraturan presiden 
NO. 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja 
Kementerian Negara, yang berisi mengenai penghapusan kewenangan kementerian 
Koperasi/UMKM dalam kegiatan teknis. Dalam artian, kantor kementerian negara koperasi 
dan usaha kecil menengah hanya menyusun kebijakan dan tidak memiliki kewenangan untuk 
dapat mewujudkan kebijakan tersebut dalam bentuk program. masalahnya adalah tidak adanya 
departemen atau instansi apapun yang diberikan tugas teknis dalam memberikan fasilitas dan 
pemberdayaan koperasi/UMKM. Seharusnya agenda kebijakan pemerintah dapat menyentuh 
persoalan paling dasar yaitu komitmen pemerintah pusat. 
Seperti yang diwartakan dari laman website regional kompasiana (Yuwono, 2017:Online) 
mengatakan bahwa KUD yang awalnya dibentuk untuk memberikan pelayanan yang 
terjangkau kepada masyarakat akhirnya bertumbangan "Masyarakat sudah beralih ke toko lebih 
modern". Untuk mempertahankan KUD, pemerintah memberikan pendampingan dan 
pembinaan kepada pengurus koperasi. Di samping itu, pemerintah memberikan dana stimulan. 
lalu dengan adanya usaha ritel swasta yang memiliki modal besar dengan penawaran pelayanan 
yang lebih baik, ditambah juga dengan stikma masyarakat mengenai manajemen dan layanan 
koperasi yang buruk, stimulan dana serta pendampingan pembinaan dipertanyakan 
efektifitasnya. 
Masyarakat melakukan aktivitas melalui KUD seperti simpan pinjam,layanan jasa, 
pemasaran,konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa dikatakan sebagai organisasi 
ekonomi sosial kemasyarakatan. Akan tetapi saat ini koperasi harus bersaing ketat dengan para 
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pelaku usaha swasta modern dengan modal besar yang memiliki ijin legal dari pemerintah yang 
hampir ada di setiap pedesaan, hal tersebut menjadikan tantangan baru bagi koperasi saat ini, 
Lalu bagaimana strategi koperasi unit desa, respon masyarakat serta dukungan pemerintah  
pada keberlangsungan koperasi unit desa. 
Sebagai pendukung dari penelitian saat ini, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang 
memiliki isu sama, yaitu mengenai koperasi unit desa. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh 
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dengan Judul “Peran Koperasi Unit 
Desa (Kud) Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota (Studi Kasus Kud “Sri Among Tani” 
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini berfokus pada peran koperasi unit 
desa terhadap anggota dan mendapatkan hasil akhir bahwa koperasi unit desa dapat melakukan 
perannya secara baik hal tersebut di buktikan oleh peningkatan SHU setiap tahunnya, 
persyaratan yang mudah saat mengurus peminjaman, kepercayaan anggota terhadap koperasi 
unit desa yang baik (Rosavinda, 2013:Online). Akan tetapi, dalam penelitian ini juga 
disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara anggota dan non anggota, sedangkan perbedaan 
dengan peneliti saat ini yaitu penelitian terdahulu hanya berfokus pada peran koperasi unit desa 
untuk anggota sedangkan penelitian saat ini berfokus pada peran koperasi unit desa secara 
menyeluruh terhadap masyarakat dan peran pendukung serta perlindungan dibelakang peran 
KUD sendiri. Kedua,  
Seperti halnya, keberadaan Koperasi unit desa “Citra Ponggok Baru” sebagai satu-satunya 
KUD diantara 28 KSP swasta sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berada di wilayah 
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar , Koperasi ini terbentuk dari adanya inpres No. 2/78 di 
mana KUD dipisahkan dari  BUUD, sehingga KUD benar-benar merupakan organisasi 
ekonomi yang berbentuk Koperasi dengan melalui prosedur pembentukan dan pengesahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu KUD yang berada di 
kabupaten Blitar adalah KUD "Citra Ponggok Baru" yang beralamatkan di jalan Jendral 
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Sudirman 28 Ponggok Blitar berdiri sejak tahun 1980 tepatnya pada tanggal 27 Desember, 
dengan nomer badan hukum 4530/BH/II/1980 memiliki berbagai macam unit usaha antara lain 
Unit Simpan Pinjam, unit pertokoan, Unit penarikan Listrik, Unit Pabrik Briket Batu Bara, Unit 
Pabrik Batako dan Paving Block. Akan tetapi, beberapa unit usaha ada yang berhenti sementara 
maupun sudah tidak aktif lagi, seperti unit pabrik bataco dan paving block, unit RMU 
(penggilingan padi), unit pedagang kaki lima (PKL), unit foto copy dan laminating, unit 
penjualan pupuk organik cair merk GDM, unit pabrik briket batu bara dan batu tembaga. 
Menurut Kharismawati (2016:Online) ada beberapa masalah seperti kurangnya partisipasi 
anggota sebagai pengguna koperasi, belum maksimalnya penguatan modal sendiri, adanya 
kendala pada kinerja pengurus dan manajer, masih membutuhkan modal pinjaman untuk 
pengembangan usaha, serta kurangnya dukungan dari pemerintah untuk melindungi KUD dari 
persaingan usaha, dengan adanya masalah-masalah tersebut maka berpengaruh pada sisa hasil 
usaha (SHU)  KUD Citra Ponggok Baru. Dalam laporan Kecamatan Ponggok dalam angka 
2017 (BPS, 2017:Online) Banyaknya Kios Sarana Produksi Pertanian Dirinci per Desa, 2014 
terdapat 44 kios milik Non KUD dan 0 kios milik KUD, belum lagi usaha ritel swasta dalam 
bidang jasa serupa dengan yang ditawarkan oleh KUD hal tersebut dapat dijadikan sebagai 
perbandingan nyata mengenai peran KUD nantinya. 
Dari fenomena di atas maka penulis membuat sebuah penelitian yang mengambil judul 
"Peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di 
Pedesaan”. Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah: Bagaimana peran koperasi Unit Desa dalam meningkatkan kesejahteraan 
sosial masyarakat di pedesaan dan peran pemerintah dalam mendukung perekonomian rakyat 




B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latarbelakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat 
dikaji oleh peneliti adalah: 
1. Bagaimana peran KUD dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dipedesaan? 
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung perekonomian rakyat melalui koperasi 
unit desa? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian 
ini adalah: 
1. Untuk menjelaskan peran KUD dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 
masyarakat dipedesaan. 
2. Untuk menjelaskan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan koperasi unit 
desa bagi kesejahteraan sosial masyarakat dipedesaan. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat secara akademis: 
Secara akademis nantinya hasil penelitian ini bisa sebagai bahan referensi bagi jurusan-
jurusan di rumpun Ilmu Sosial maupun Fakultas Ilmu Sosial dan politik, khususnya 
bagi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berkonsentrasi dalam kajian 
tentang Sosial ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih 
pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan pemerhati yang 
berkaitan dengan peran koperasi unit desa terhadap kesejahteraan masyarakat. 
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2. Secara Praktis: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran fungsi dan peran koperasi 
unit desa terhadap kesejahteraan masyarakat. 
b. Untuk lebih mengetahui dan meningkatkan peran koperasi unit desa terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi batasan dari peneliti agar 
penelitian tidak terlalu luas dalam proses pengolahan data. oleh karena itu, peneliti 
membuat ruang lingkup penelitian untuk mengkaji “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) 
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan”, yaitu: 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Monografi Kecamatan) 
2. Gambaran Lokasi Penelitian 
3. Bentuk aktifitas dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KUD “Citra Ponggok 
Baru 
4. Peran KUD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Pedesaan (Aksi, 
Dukungan, Perlindungan Hukum, Kerjasama dan Kendala) 
5. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Mendukung Perekonomian Rakyat melalui 
Koperasi Unit Desa (Aksi, Dukungan, Perlindungan Hukum, Kerjasama dan Kendala) 
 
 
